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Munculnya fenomena perkembangan Peer-to-Peer Lending yang merupakan buah dari pesatnya
perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan inovasi teknologi di sektor
keuangan yang membutuhkan rezim pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa
keadilan terhadap para pemangku kepentingan di industri tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti
kelebihan dan kekurangan rezim pengaturan Peer-to-Peer Lending di Indonesia dengan cara
membandingkannya dengan rezim pengaturan di Korea Selatan. OJK sebagal pemegang kekuasaan
pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan telah mengel uarkan POJK No. 10/POJK.05/2022
tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum
penyelenggaraan Peer-to-Peer Lending di Indonesia. Investor sebagai salah satu pemangku kepentingan
dalam industri tersebut tentu membutuhkan adanya perlindungan hukum untuk menjamin kepentingannya.
Substansi dari peraturan yang telah diterbitkan OJK menjadi bahan kajian utama dalam tulisan ini. Korea
Selatan menjadi negara pembanding karena memiliki peraturan khusus di tingkat undang-undang yang
mengatur mengenai Peer-to-Peer Lending. Perbedaan pendekatan masing-masing negara dalam mengatur
industri Peer-to-Peer Lending tentu tidak dapat dilepaskan dari politik hukum ekonomi yang dianut di
masing-masing negara. Dengan demikian, tiap-tiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-
masing dalam pengaturannya itu. Penelitian ini memberi saran untuk pihak pembuat regulasi di Indonesia
agar dapat meneladani dan mencontoh langkah negara lain yang lebih memperkuat perlindungan investor.
...... The emergence of Peer-to-Peer Lending as a phenomenon and a clear sign of development which isthe
result of rapid progress in the field of information and communication technology is a technol ogical
innovation in the financial sector that requires aregulatory regime that can guarantee legal certainty and
fulfill a sense of justice for stakeholdersin the industry. This thesis aims to examine the advantages and
disadvantages of the Peer-to-Peer Lending regulatory regime in Indonesia by comparing it with the
regulatory regime in South Korea. OJK as the holder of regulatory and supervisory powersin the financial
services sector has issued POJK No. 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Co-
Funding Services as alegal umbrellafor Peer-to-Peer Lending in Indonesia. Investors as one of the
stakeholders in the industry certainly need legal protection to guarantee their interests. The substance of the
regulationsissued by OJK isthe main study material in this paper. South Korea s the country of comparison
because it has specia regulations at the level of laws governing Peer-to-Peer Lending. Differencesin the
approach of each country in regulating the Peer-to-Peer Lending industry cannot be separated from the
economic legal politics adopted in each country. Thus, each country has its own advantages and
disadvantages in this arrangement. This research provides suggestions for regulatorsin Indonesiato emulate
and copy the steps of other countries to further strengthen investor protection.
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